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BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Perlindungan

Konsumen PT KAI dalam hal terjadinya Kecelakaan Kereta (studi kasus

kecelakaan kerteta api prameks di kecamatan kalasan kabupaten sleman),

maka dapat di ambil kesimpulan bahwa PT KAI selaku badan penyelenggara

perkeretaapian belum melaksanakan tanggung jawab dengan maksimal sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 125

Undang-Undang No 23 tahun 2007 terkait penanganan kecelakaan kereta api,

Pasal 157 mengenai Tanggung jawab penyelenggara sarana perketaapian,

serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen. Meskipun pihak PT KAI sudah memberikan ganti rugi kepada

korban berupa dana pengobatan selama di RS, asuransi dan bentuk-bentuk

biaya santunan lainnya, akan tetapi masih banyak korban yang belum

terpenuhi tuntutannya sehingga membuat aduan di internet, karena tidak

semua korban kecelakaan kereta api memperoleh ganti rugi. Selain itu,

meskipun korban kecelakaan kereta api sudah memperoleh ganti rugi, namun

ganti rugi yang diberikan tidak dapat mengembalikan korban ke keadaan
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semula, seperti masih adanya sisa-sisa luka, rusak dan hilangnyanya barang

milik korban, serta trauma bagi korban kecelakaan.

B. SARAN

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata

sempurna, karena masih banyak kekurangan yang dimiliki oleh penelitan.

Tidak jarang peneliti mengalami kesusahan ketika melakukan analisis baik itu

teks maupun konteks. Hanya saja dalam kesempatan ini penulis akan

mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Bahwa PT KAI seharusnya lebih melaksanakan tanggung jawabnya

terkait perlindungan konsumen yaitu pengguna jasa KA Parameks

2. Korban KAI Prameks dalam hal ini berhak mendapatkan hak ganti rugi

terkait perlindungannya sebagai konsumen, misalnya : menggratiskan tiket

KA Prameks selama sebulan penuh, membayar semua kerugian yang

dialami korban KA Prameks seperti menganti biaya pengobatan selama

perawatan dan sesudah perawatan yang berkaitan dengan kecelakaan

tersebut, serta memberikan ganti rugi terhadap barang-barang yang hilang

dan rusak yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut.
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